Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran by LAMAKARATE, M. A. (MOH)
1 
 
IMPLEMENTASI KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA 
DAERAH SULAWESI TENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG 
NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN 
MOH. ANDIKA DERMAWAN LAMAKARATE/D 101 09 242 
 
Abstrak 
Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan 
pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan 
sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan 
publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media 
penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. 
Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu 
pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah 
seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 
yaitu Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership 
(prinsip keberagaman kepemilikan). Wewenang dan lingkup tugas komisi 
penyiaran  Indonesia Daerah Sulawesi Tengah meliputi pengaturan penyiaran 
yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, penyiaran swasta, dan 
lembaga penyiaran komunitas. 
Kata Kunci: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah,Kewenangan,Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2002. 
 
I. PENDAHULUAN  
A.  Latar Belakang 
Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) adalah sebuah lembaga 
independen di Indonesia yang 
kedudukannya setingkat dengan 
lembaga negara lainnya yang 
berfungsi sebagai regulator 
penyelenggaraan penyiaran di 
Indonesia. Komisi ini berdiri sejak 
tahun 2002 berdasarkan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 
32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 
KPI terdiri atas Lembaga Komisi 
Penyiaran Indonesia Pusat (KPI 
Pusat) dan Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah (KPID) yang 
bekerja di wilayah setingkat 
Provinsi. Wewenang dan lingkup 
tugas Komisi Penyiaran meliputi 
pengaturan penyiaran yang 
diselenggarakan oleh Lembaga 
Penyiaran Publik, Lembaga 
Penyiaran Swasta, dan Lembaga 
Penyiaran Komunitas.  
Undang-undang Penyiaran 
Nomor 32 Tahun 2002 merupakan 
dasar utama bagi pembentukan 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 
Semangatnya adalah pengelolaan 
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sistem penyiaran yang merupakan 
ranah publik harus dikelola oleh 
sebuah badan independen yang bebas 
dari campur tangan pemodal maupun 
kepentingan kekuasaan. 
Berbeda dengan semangat 
dalam Undang-undang penyiaran 
sebelumnya, yaitu Undang-undang 
No. 24 Tahun 1997 Pasal 7 yang 
mengatur bahwa "Penyiaran dikuasai 
oleh negara yang pembinaan dan 
pengendaliannya dilakukan oleh 
pemerintah", menunjukkan bahwa 
penyiaran pada masa itu merupakan 
bagian dari instrumen kekuasaan 
yang digunakan untuk semata-mata 
bagi kepentingan pemerintah. 
 Proses demokratisasi di 
Indonesia menempatkan publik 
sebagai pemilik dan pengendali 
utama ranah penyiaran. Karena 
frekuensi adalah milik publik dan 
sifatnya terbatas, maka 
penggunaannya harus sebesar-
besarnya bagi kepentingan publik. 
Sebesar-besarnya bagi kepentingan 
publik artinya adalah media 
penyiaran harus menjalankan fungsi 
pelayanan informasi publik yang 
sehat. Informasi terdiri dari 
bermacam-macam bentuk, mulai dari 
berita, hiburan, ilmu pengetahuan, 
dll. Dasar dari fungsi pelayanan 
informasi yang sehat adalah seperti 
yang tertuang dalam Undang-undang 
Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 
yaitu Diversity of Content (prinsip 
keberagaman isi) dan Diversity of 
Ownership (prinsip keberagaman 
kepemilikan)
1
. 
Prinsip tersebut menjadi 
landasan bagi setiap kebijakan yang 
dirumuskan oleh KPI. Pelayanan 
informasi yang sehat berdasarkan 
prinsip keberagaman isi adalah 
tersedianya informasi yang beragam 
bagi publik baik berdasarkan jenis 
program maupun isi program. 
Sedangkan prinsip keberagaman 
kepemilikan adalah jaminan bahwa 
kepemilikan media massa yang ada 
di Indonesia tidak terpusat dan 
dimonopoli oleh segelintir orang atau 
lembaga saja. Prinsip ini juga 
menjamin iklim persaingan yang 
                                                          
1
 Komisi Penyiaran Indonesia, 
Daerah, Rencana Strategis (RENSTRA) 
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi 
Tengah Tahun 2011-2016, hlm.23 
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sehat antara pengelola media massa 
dalam dunia penyiaran di Indonesia
2
. 
Apabila ditelaah secara 
mendalam, UU No. 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran lahir dengan 
semangat utama, pertama 
pengelolaan sistem penyiaran harus 
bebas dari berbagai kepentingan 
karena penyiaran merupakan ranah 
publik dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kepentingan publik. 
Kedua adalah semangat untuk 
menguatkan entitas lokal dalam 
semangat otonomi daerah dengan 
pemberlakuan sistem siaran 
berjaringan
3
. 
Sejak disahkannya UU No. 
32 Tahun 2002 terjadi perubahan 
fundamental dalam pengelolaan 
sistem penyiaran di Indonesia, 
dimana pada intinya adalah semangat 
untuk melindungi hak masyarakat 
secara lebih merata. Perubahan 
paling mendasar dalam semangat UU 
ini adalah adanya limited transfer of 
authority dari pengelolaan penyiaran 
yang selama ini merupakan hak 
ekslusif pemerintah kepada sebuah 
                                                          
2
 www.kpi.go.id/index.php/2012-
05-03-14.../dasar-pembentukan 
3
 Op. Cit, KPID Sulteng, hlm. 24 
badan pengatur independen 
(independent regulatory body) 
bernama Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) 
Independen yang 
dimaksudkan adalah untuk 
mempertegas bahwa pengelolaan 
sistem penyiaran yang merupakan 
ranah publik harus dikelola oleh 
sebuah badan yang bebas dari 
intervensi modal maupun 
kepentingan kekuasaan. Belajar dari 
masa lalu dimana pengelolaan sistem 
penyiaran masih berada ditangan 
pemerintah (pada masa rezim orde 
baru), sistem penyiaran sebagai alat 
strategis tidak luput dari kooptasi 
negara yang dominan dan digunakan 
untuk melanggengkan kepentingan 
kekuasaan. Sistem penyiaran pada 
waktu itu tidak hanya digunakan 
untuk mendukung hegemoni rezim 
terhadap publik dalam penguasaan 
wacana strategis, tapi juga digunakan 
untuk mengambil keuntungan dalam 
kolaborasi antara segelintir elit 
penguasa dan pengusaha. 
Dewasa ini, pola penyiaran 
dilaksanakan dengan sistem siaran 
berjaringan adalah, setiap lembaga 
penyiaran yang ingin 
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menyelenggarakan siarannya di suatu 
daerah harus memiliki stasiun lokal 
atau berjaringan dengan lembaga 
penyiaran lokal yang ada didaerah 
tersebut. Hal ini untuk menjamin 
tidak terjadinya sentralisasi dan 
monopoli informasi seperti yang 
terjadi sekarang. Selain itu, 
pemberlakuan sistem siaran 
berjaringan juga dimaksudkan untuk 
merangsang pertumbuhan ekonomi 
daerah dan menjamin hak sosial-
budaya masyarakat lokal.  
Selama ini sentralisasi 
lembaga penyiaran berakibat pada 
diabaikannya hak sosial-budaya 
masyarakat lokal dan minoritas. 
Padahal masyarakat lokal juga 
berhak untuk memperolah informasi 
yang sesuai dengan kebutuhan polik, 
sosial dan budayanya. Disamping itu 
keberadaan lembaga penyiaran 
sentralistis yang telah mapan dan 
berskala nasional semakin 
menghimpit keberadaan lembaga-
lembaga penyiaran lokal untuk dapat 
mengembangkan potensinya secara 
lebih maksimal. 
Struktur kelembagaan, dalam 
UU No. 32 Tahun 2002, Komisi 
Penyiaran Indonesia terdiri atas KPI 
Pusat dan KPI Daerah (tingkat 
provinsi). Anggota KPI Pusat (9 
orang) dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan 
KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) tingkat propinsi. Dan 
selanjutnya, anggaran untuk program 
kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN 
(Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara) dan KPI Daerah dibiayai 
oleh APBD (Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah) masing-masing 
provinsi. 
KPI dalam pelaksanaan 
tugasnya, dibantu oleh sekretariat 
tingkat eselon II yang stafnya terdiri 
dari staf pegawai negeri sipil (PNS) 
serta staf profesional non PNS. KPI 
merupakan wujud peran serta 
masyarakat berfungsi mewadahi 
aspirasi serta mewakili kepentingan 
masyarakat akan penyiaran harus 
mengembangkan program-program 
kerja hingga akhir kerja dengan 
selalu memperhatikan tujuan yang 
diamanatkan UU No. 32 Tahun 2002 
Pasal 3 bahwa:  
“Penyiaran diselenggarakan 
dengan tujuan untuk 
memperkukuh integrasi 
nasional, terbinanya watak 
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dan jati diri bangsa yang 
beriman dan bertaqwa, 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa, memajukan 
kesejahteraan umum, dalam 
rangka membangun 
masyarakat yang mandiri, 
demokratis, adil, dan 
sejahtera, serta 
menumbuhkan industri 
penyiaran Indonesia”. 
 
Pengertian kewenangan 
dalam Kamus Umum Bahasa 
Indonesia diartikan sama dengan 
wewenang, yaitu hak dan kekuasaan 
untuk melakukan sesuatu. Hassan 
Shadhily menerjemahkan wewenang 
(authority) sebagai hak atau 
kekuasaan memberikan perintah atau 
bertindak untuk mempengaruhi 
tindakan orang lain, agar sesuatu 
dilakukan sesuai dengan yang 
diinginkan
4
. 
Kekuasaan sering disamakan 
begitu saja dengan kewenangan, dan 
kekuasaan sering dipertukarkan 
dengan istilah kewenangan, demikian 
pula sebaliknya. Bahkan kewenangan 
sering disamakan juga dengan 
wewenang. Kekuasaan biasanya 
                                                          
4
 Tim Penyusun Kamus-Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 
Pustaka, Jakarta,  1989, hlm. 1170   
berbentuk hubungan dalam arti 
bahwa “ada satu pihak yang 
memerintah dan pihak lain yang 
diperintah
5
. 
Bagir Manan
6
 menjelaskan, 
bahwa “wewenang dalam bahasa 
hukum tidak sama dengan kekuasaan 
(macht). Kekuasaan hanya 
menggambarkan hak untuk berbuat 
atau tidak berbuat. Dalam hukum, 
wewenang sekaligus berarti hak dan 
kewajiban (rechten en plichyen). 
Dalam kaitan dengan otonomi 
daerah, hak mengandung pengertian 
kekuasaan untuk mengatur sendiri 
(zeifregelen) dan mengelola sendiri 
(zelfbestuten)”. 
Berdasarkan pengertian 
tersebut di atas, dapat terjadi 
kekuasaan yang tidak berkaitan 
dengan hukum. Kekuasaan yang 
tidak berkaitan dengan hukum, 
sedangkan kekuasaan yang berkaitan 
dengan hukum disebut sebagai 
wewenang rasional atau legal, yakni 
wewenang yang berdasarkan suatu 
                                                          
5
 Meriam Budiardjo,  Dasar-Dasar 
Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, 1998. hlm. 35-36  
6
 HR.Ridwan , Hukum 
bAdministrasi Negara, Grafindo 
Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72 
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sistem hukum ini dipahami sebagai 
suatu kaidah-kaidah yang telah 
diakui serta dipatuhi oleh masyarakat 
dan bahkan yang diperkuat oleh 
Negara
7
. 
Wewenang merupakan 
bagian yang sangat penting dalam 
Hukum Tata Pemerintahan (Hukum 
Administrasi), karena pemerintahan 
baru dapat menjalankan fungsinya 
atas dasar wewenang yang 
diperolehnya. Keabsahan tindakan 
pemerintahan diukur berdasarkan 
wewenang yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 
Perihal kewenangan dapat dilihat 
dari Konstitusi Negara yang 
memberikan legitimasi kepada 
Badan Publik dan Lembaga Negara 
dalam menjalankan fungsinya. 
Wewenang adalah kemampuan 
bertindak yang diberikan oleh 
undang-undang yang berlaku untuk 
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 A. Gunawan Setiardja, Dialektika 
Hukum dan Moral dalam Pembangunan 
Masyarakat Indonesia,  Kanisius, 
Yogyakarta, 1990 
melakukan hubungan dan perbuatan 
hukum
8
. 
Menurut Philipus M. 
Hadjon
9
, dalam hukum publik, 
wewenang berkaitan dengan 
kekuasaan yaitu: 
Kekuasaan memiliki makna 
yang sama dengan wewenang karena 
kekuasaan yang dimiliki oleh 
eksekutif, legislatif dan yudikatif 
adalah kekuasaan formal. 
Kekuasaan merupakan unsur 
esensial dari suatu negara dalam 
proses penyelenggaraan 
pemerintahan di samping unsur-
unsur lainnya, yaitu:  
a) hukum;  
b) kewenangan 
(wewenang);  
c) keadilan;  
d) kejujuran;  
e) kebijakbestarian; dan  
f) kebajikan. 
 
Kekuasaan merupakan inti 
dari penyelenggaraan Negara agar 
Negara dalam keadaan bergerak (de 
staat in beweging) sehingga negara 
itu dapat berkiprah, bekerja, 
berprestasi, dan berkinerja melayani 
warganya. Itulah sebabnya hukum 
                                                          
8
 SF. Marbun, 1997, Peradilan 
Administrasi Negara dan Upaya 
Administrasi di Indonesia, Liberty, 
Yogyakarta, 1997, hlm.154   
9
 Philipus M. Hadjon, Tentang 
Wewenang, Makalah, Universitas 
Airlangga, Surabaya,  2000. hlm. 1 
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mengatur negara dengan 
memberikan kewenangan yang 
menjadi sumber kekuasaan. 
Kekuasaan menurut Meriam 
Budiardjo adalah kemampuan 
seseorang atau sekelompok orang 
manusia untuk mempengaruhi 
tingkah laku seseorang atau 
kelompok lain sedemikian rupa 
sehingga tingkah laku itu sesuai 
dengan keinginan dan tujuan dari 
orang atau negara. Agar kekuasaan 
dapat dijalankan, maka dibutuhkan 
penguasa atau organ sehingga 
Negara itu dikonsepkan sebagai 
himpunan jabatan-jabatan (een 
ambten complex) di mana jabatan-
jabatan itu diisi oleh sejumlah 
pejabat yang mendukung hak dan 
kewajiban. Dengan demikian 
kekuasaan mempunyai dua aspek, 
yaitu aspek politik dan aspek hukum, 
sedangkan kewenangan hanya 
beraspek hukum semata. Artinya, 
kekuasaan kewenangannya 
bersumber dari konstitusi 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan diskresi yang 
terbatas
10
. 
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 Meriam Budiardjo,  Op, Cit, hlm. 
B.Rumusan Masalah 
Berdasarkan Uraian 
diatas, penulis merumuskan 
permasalahan dalam penulisan 
ini adalah:  
1. Bagaimanakah kewenangan 
Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah Sulawesi Tengah 
dalam Penyelenggaraan 
Penyiaran?  
2. Bagaimanakah peran Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Tengah  dalam 
Penyelenggaraan Penyiaran? 
 
II.PEMBAHASAN 
A. Kewenangan Komisi 
Penyiaran Indonesia daerah 
Sulawesi Tengah dalam 
Penyelenggaraan  Penyiaran 
Apabila ditelaah secara 
mendalam, UU No. 32 Tahun 2002  
tentang penyiaran lahir dengan dua 
semangat utama, pertama 
pengelolaan sistem penyiaran harus 
bebas dari berbagai kepentingan 
karena penyiaran merupakan ranah 
publik dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kepentingan publik. 
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Kedua adalah semangat untuk 
menguatkan entitas lokal dalam 
semangat otonomi daerah dengan 
pemberlakuan sistem siaran 
berjaringan.  
Terjemahan semangat yang 
kedua dalam pelaksanaan sistem 
siaran berjaringan adalah, setiap 
lembaga penyiaran yang ingin 
menyelenggarakan siarannya di suatu 
daerah harus memiliki stasiun lokal 
atau berjaringan dengan lembaga 
penyiaran lokal yang ada di daerah 
tersebut. Hal ini untuk menjamin 
tidak terjadinya sentralisasi dan 
monopoli informasi seperti yang 
terjadi sekarang. Selain itu, 
pemberlakuan sistem siaran 
berjaringan juga dimaksudkan untuk 
merangsang pertumbuhan ekonomi 
daerah dan menjamin hak sosial-
budaya masyarakat lokal.  
Selama ini sentralisasi lembaga 
penyiaran berakibat pada 
diabaikannya hak sosial-budaya 
masyarakat lokal dan minoritas. 
Padahal masyarakat lokal juga 
berhak untuk memperoleh informasi 
yang sesuai dengan kebutuhan 
politik, sosial dan budayanya. 
Disamping itu keberadaan lembaga 
penyiaran sentralistis yang telah 
mapan dan berskala nasional 
semakin menghimpit keberadaan 
lembaga-lembaga penyiaran lokal 
untuk dapat mengembangkan 
potensinya secara lebih maksimal. 
UU No. 32 Tahun 2002  dalam 
semangatnya melindungi hak 
masyarakat secara lebih merata.  
Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah (KPID) Sulawesi Tengah 
dibentuk berdasarkan Peraturan 
Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi 
Tengah Nomor 03 Tahun 2009 
tanggal 19 Maret 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Lain, Bagian dari Perangkat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai 
salah satu Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi 
Tengah mempunyai tugas pokok dan 
fungsi berdasarkan Perda Provinsi 
Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 
2009 tersebut adalah melaksanakan 
koordinasi dan penyelenggaraan 
pelayanan administrasi. Lembaga 
KPID merupakan Lembaga yang 
bersifat independen mengatur hal-hal 
khusus dibidang penyiaran. Dalam 
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menjalankan tugasnya Lembaga 
KPID diawasi langsung oleh DPRD 
Sulawesi Tengah yang 
beranggotakan 7 (tujuh) orang.  
Sebagai regulator, Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah 
khususnya di Sulawesi Tengah tidak 
dapat mengelak dari tanggung jawab 
yang diamantkan Undang-undang 
kepadanya. Ini karena sesungguhnya 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Tengah merupakan 
penjelmaan dari berbagai 
kepentingan publik. Secara moral 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Tengah bukan saja 
mengemban amanah Undang-
undang, namun juga mengemban 
kepercayaan dari publik di Sulawesi 
Tengah. Karena sesungguhnya, 
publik merupakan institusi sosial 
yang terhimpit oleh Negara sebagai 
institusi politik dan industri 
penyiaran sebagai institusi ekonomi.  
Komisi Penyiaran Indonesia 
sangat dibutuhkan dalam tujuan 
untuk melakukan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan siaran, dan 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Tengah sebagai 
perpanjangan tangan Komisi 
Penyiaran Indonesia Pusat juga 
berperan untuk mengatur sekaligus 
mengawasi lembaga siaran yang 
tumbuh di wilayah Provinsi Sulawesi 
Tengah agar tidak dipergunakan 
sebagai alat untuk mencapai tujuan 
dan kepentingan tertentu melainkan 
sebagai media untuk mencerdaskan 
masyarakat. 
Landasan yang penting bagi 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Tengah adalah 
independensinya terhadap lembaga 
pemerintah (birokrasi). Supaya 
investigasi dan rekomendaasi Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Tengah dapat dipercaya, 
baik itu oleh pemerintah maupun 
oleh masyarakat, maka Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Tengah harus menjaga dan 
melindungi integritas dan 
imparsialitasnya.  
Salah satu ukuran yang 
ditekankan dalam setiap pelaksanaan 
peran Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah Sulawesi Tengah adalah 
independensinya. Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Sulawesi Tengah 
10 
 
harus meletakan posisinya secara 
independen terhadap setiap kekuatan 
dan kepentingan politik ataupun 
kompetensi dan profesionalitas 
dalam bertugas.  
Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah Sulawesi Tengah  menjadi 
wasit diantara kalangan industri 
penyiaranyang ada di Sulawesi 
Tengah. Sesuai UU No. 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran, Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Tengah memiliki tugas, 
kewajiban, fungsi dan wewenang 
yang dapat dikelompokan dalam 
kegiatan regulasi/pengaturan, 
pengawasan dan pengembangan.  
Menjadi sebuah tantangan 
terbesar bagi seluruh anggota Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Tengah dalam eksistensi 
mereka dan mungkin yang bisa 
menjadi tugas awal bagi para orang-
orang cerdas yang saat ini dipercaya 
duduk menjalankan lembaga ini 
adalah seperti apa yang disampaikan 
oleh Gubernur Provinsi Sulawesi 
Tengah yaitu pentingnya 
melaksanakan sistem siaran 
berjaringan
11
. Artinya, setiap 
lembaga penyiaran yang ingin 
menyelenggarakan siarannya disuatu 
daerah harus memiliki stasiun lokal 
atau berjaringan dengan lembaga 
penyiaran lokal dalam upaya untuk 
peningkatan potensi daerah dan 
menguatkan entitas lokal dalam 
kerangka otonomi daerah. Komisi 
Penyiaran Indonesia adalah suatu 
lembaga yang bergerak dalam bidang 
penyiaran.  
Semua tugas serta fungsi Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Tengah bertujuan untuk 
memperbaiki semua siaran yang ada 
di Sulawesi Tengah. Tugas lain dari 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Tengah adalah mengawasi 
kegiatan penyiaran dan memberikan 
sanksi kepada lembaga penyiaran 
yang melakukan tindakan 
pelanggaran. Hal tersebut merupakan 
wujud peran Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Sulawesi Tengah 
dalam mengawasi penyiaran.  
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 Perda No 03 Tahun 2009 tanggal 
19 Maret 2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Lain 
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Kegiatan komisi penyiaran 
Indonesia dalam mengawasi isi 
siaran ini masuk kepada yang ketiga 
yaitu pengawasan isi siaran karena 
pada dasarnya Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Sulawesi Tengah 
dibagi menjadi tiga bidang yaitu 
bidang kelembagaan, bidang struktur 
penyiaran dan bidang pengawasan isi 
siaran
12
.  
Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah Sulawesi Tengah memiliki 
beberapa kegiatan dalam mengawasi 
penyiaran yaitu menampung, 
meneliti dan menindaklanjuti 
keluhan akan isi siaran, pemantauan 
langsung, dan memberikan sanksi, 
sebagai berikut: 
1. Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah Sulawesi Tengah 
melakukan kajian dalam 
bidang masing-masing  
Pada dasarnya setiap anggota 
memiliki tim kajian masing-
masing. Kajian dilakukan 
setiap satu bulan sekali oleh 
para tim pengkaji. Kajian ini 
bertujuan memantau 
pelanggaran yang dilakukan 
lembaga penyiaran. Kegiatan 
pengkajian ini berguna untuk 
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mengoreksi serta meneliti 
suatu tayangan yang 
melakukan pelanggaran. 
Kegiatan pengkajian sangat 
penting dilakukan sebab, 
secara tidak langsung kegiatan 
ini bisa dijadikan tolok ukur 
seberapa jauh suatu tayangan 
melakukan tindakan 
pelanggaran.  
2. Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah Sulawesi Tengah 
menerima aduan dari 
masyarakat.  
Setiap orang atau sekelompok 
orang yang mengetahui 
adanya pelanggaran terhadap 
standar program siaran dapat 
mengadukan pelanggaran 
tersebut kepada Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Tengah.  
3. Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah Sulawesi Tengah 
melakukan pengawasan 
langsung.  
Pengawasan secara langsung 
yaitu dengan mengawasi 
melalui fasilitas monitoring. 
Kegiatan monitoring sangatlah 
penting, karena kegiatan 
tersebut ditujukan untuk 
mengawasi kegiatan 
penyiaran, sekaligus dapat 
megoreksi tayangan yang 
melakukan pelanggaran.  
12 
 
Selain itu Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Tengah juga 
mengadakan pengawasan yakni 
dengan:  
1. Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah Sulawesi Tengah 
mengawasi pelaksanaan 
pedoman perilaku penyiaran  
2. Pedoman perilaku penyiaran 
harus menjadi pedoman 
lembaga penyiaran dalam 
memproduksi suatu program 
siaran,  
3. Pedoman perilaku penyiaran 
wajib dipatuhi oleh semua 
lembaga penyiaran.  
Sesuai Pedoman Perilaku 
Penyiaran 2009 Pasal 54  bahwa 
setiap pelanggaran yang dilakukan 
oleh lembaga penyiaran terhadap 
Pedoman Perilaku Penyiaran akan 
dicatat dan direkam oleh Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Tengah dan akan menjadi 
bahan pertimbangan bagi dalam 
memberikan keputusan-keputusan 
yang menyangkut lembaga 
penyiaran, termasuk keputusan 
dalam hal perpanjangan izin siaran
13
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Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah Sulawesi Tengah wajib 
menerbitkan dan mensosialisasikan 
pedoman perilaku penyiran kepada 
lembaga penyiaran dan masyarakat 
umum di Provinsi Sulawesi Tengah. 
Hal ini bertujuan agar lembaga 
penyiaran dan masyrakat tahu 
mengenai batasan-batasan yang 
diberlakukan KPI dalam dunia 
penyiaran. Dengan begitu 
masyarakat bisa memberikan aduan 
kepada Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah Sulawesi Tengah apabila 
lembaga penyiaran tertentu 
melakukan tindak pelanggaran. 
Selain itu, Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Sulawesi Tengah 
juga melakukan kegiatan sosialisasi 
hasil pemantauan. Kegiatan 
sosialisasi hasil pemantauan 
berupaya membuat masyarakat 
paham akan fungsi dan tugas KPI, 
utamanya dalam mengawasi isi 
siaran. Sementara pemantauan yang 
dilakukan KPI terhadap isi siaran 
mencakup materi yang mengandung: 
kekerasan, pornografi, mistik, etika 
jurnalistik dan infotainmen. Sehingga 
masyarakat juga dapat menjadi 
13 
 
kontrol sosial terhadap media sesuai 
14
.  
Bila masih ada lembaga 
penyiaran yang melakukan tindakan 
pelangggaran terhadap Pedoman 
Perilaku Penyiaran dan Standar 
Program Siaran adalah menjadi 
tanggung jawab lembaga penyiaran 
tersebut. KPI hanya bisa melakukan 
perannya semaksimal mungkin. 
Namun bagi siapa saja yang 
melanggar tentunya akan mendapat 
sanksi.  
KPI memberikan kesempatan 
kepada lembaga penyiaran yang 
diduga melakukan pelanggaran atas 
pedoman perilaku penyiaran untuk 
melakukan klarifikasi berupa hak 
jawab, baik dalam bentuk tertulis 
maupun dalam bentuk didengar 
langsung keterangannya sebelum 
keputusan ditetapkan
15
. 
Setiap pelanggaran yang 
dilakukan oleh lembaga penyiaran 
terhadap pedoman perilaku 
penyiaran akan dicatat dan direkam 
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 Pedoman Perilaku Penyiaran 
Pasal 51 dan SPS Pasal 72 Tahun 2009 
oleh KPI dan akan menjadi bahan 
pertimbangan bagi KPI dalam hal 
memberikan keputusan-keputusan 
yang menyangkut lembaga 
penyiaran, termasuk keputusan 
dalam hal perpanjangan izin siaran 
sesuai dengan Pedoman  Perilaku 
Penyiaran Pasal 54 dan Standar 
Program Siaran Pasal 68 Tahun 
2009
16
. 
Penetapan sanksi bagi lembaga 
penyiaran yang terbukti secara sah 
dan meyakinkan melanggar Pedoman 
Perilaku Penyiaran dan Standar 
Program Siaran dijatuhkan sanksi 
sesuai denganketentuan yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran
17
. 
Sesuai UU No. 32 Tahun 2002 
Tentang Penyiaran Bab VIII tentang 
sanksi administratif dan Bab X 
tentang ketentuan Pidana yakni:  
1. Pasal 55 ayat (2) 
sanksi administratif 
dapat berupa:  
a. Teguran tertulis,  
b. Penghentian 
sementara mata 
acara yang 
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 Standar Program Siaran Pasal 67 
tahun 2009 
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bermasalah 
setelah melalui 
tahap tertentu,  
c. Pembatasan 
durasi dan waktu 
siaran ,  
d. Denda 
administratif,  
e. Pembekuan 
kegiatan siaran 
untuk waktu 
tertentu,  
f. Tidak diberi 
perpanjangan izin 
penyelenggaraan 
penyiaran,  
g. Pencabutan izin 
penyelenggaraan 
penyiaran.  
 
2. Pasal 57 yang berisi: 
Dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling 
banyak Rp 
1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) 
untuk penyiaran radio 
dan dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling 
banyak 
Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar 
rupiah) untuk 
penyiaran televisi, 
setiap orang yang :  
a. Melanggar 
ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud Pasal 
17 ayat (3)  
b. Melanggar 
ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud Pasal 
18 ayat (2)  
c. Melanggar 
ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud Pasal 
30 ayat (1)  
d. Melanggar 
ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud Pasal 
36 ayat (5)  
e. Melanggar 
ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud Pasal 
36 ayat (6) 
  
3. Pasal 58: Dipidana 
dengan pidana 
penjara paling lama 2 
tahun dan/denda 
paling banyak 
Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta 
rupiah) untuk 
penyiaran radio dan 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 tahun 
dan/denda paling 
banyak 
Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) 
untuk penyiaran 
televisi, setiap orang 
yang :  
a. Melanggar 
ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud Pasal 18 
ayat (1)  
b. Melanggar 
ketentuan 
15 
 
sebagaimana 
dimaksud Pasal 33 
ayat (1)  
c. Melanggar 
ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud Pasal 34 
ayat (4)  
d. Melanggar 
ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud Pasal 46 
ayat (3) 
 
Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah Sulawesi Tengah untuk 
menangkap hasrat publik dan upaya 
memenuhinya dalam berbagai 
produk regulasi seputar penyiaran. 
Urgensinya, karena publik butuh 
diproteksi, bahkan diadvokasi dari 
segala macam isi siaran terkhusus di 
Sulawesi Tengah yang tidak sesuai 
dengan norma-norma, budaya dan 
adat istiadat.  
III.PENUTUP 
A.Kesimpulan 
1. Kewenangan komisi 
penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Tengah yaitu 
menetapkan standar program 
siaran, menyusun peraturan 
dan menetapkan pedoman 
perilaku penyiaran, 
mengawasi pelaksanaan 
peraturan dan pedoman 
perilaku penyiaran serta 
standar program siaran, 
memberikan sanksi terhadap 
pelanggaran peraturan dan 
pedoman perilaku penyiaran 
serta standar program siaran, 
melakukan koordinasi 
dan/atau kerja sama dengan 
pemerintah, lembaga 
penyiaran, dan masyarakat 
yang ada di Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah. 
2. Dalam melaksanakan 
perannya, KPID mengatur 
regulasi penyiaran serta 
memiliki fungsi sebagai 
pengawas isi dan muatan 
media, KPID mengawasi 
setiap lembaga penyiaran dan 
menampung aduan dari 
masyarakat. Kemudian KPID 
melakukan kegiatan kajian 
terhadap pelanggaran 
betujuan memantau 
pelanggaran yang dilakukan 
oleh lembaga penyiaran yang 
bersiaran nasional terhadap 
UU No 32 Tahun 2002 dan 
Pedoman Prilaku Penyiaran 
16 
 
Standar Program Siaran yang 
ditetapkan oleh KPI. KPID 
juga mempunyai wewenang 
untuk memberikan sanksi 
terhadap pelanggaran 
peraturan Pedoman Prilaku 
Penyiaran Standar Program 
Siaran. Sanksi yang diberikan 
adalah sanksi administratif 
berupa teguran dan 
penghentian tayangan. 
 
B.Saran 
1. KPID Sulawesi Tengah perlu 
meningkatkan kapasitas 
pemantauan agar lebih 
maksimal dan lebih banyak 
mensosialisasikan UU No 32 
Tahun 2002 tentang 
Penyiaran karena masyarakat 
lebih banyak tidak tahu dan 
peham mengenai peran 
KPID. 
2. KPID Sulawesi Tengah harus 
lebih tegas dalam 
memberikan sanksi terhadap 
lembaga Penyiaran yang telah 
melanggar peraturan 
pedoman perilaku penyiaran 
serta standar program siaran.
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